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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota 

Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data 

melalui kuesioner yang disusun menggunakan skala likert sebagai alat ukur. 

Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin dan teknik purposive sampling, 

dengan jumlah 100 responden. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran 

kuesioner kepada pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi, 

Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Pengujian analisis data dalam 

penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi 

klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi 

(adjusted R²) dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 27. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, amnesti pajak dan 

sistem administrasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM di Kota Malang.  

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Amnesti Pajak, Sistem Administrasi Pajak, 

Kepatuhan Pajak, UMKM.
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ABSTRACT 

This study aims to examine and analyze the influence of tax knowledge, tax 

amnesty, and the tax administration system on taxpayer compliance among Micro, 

Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Malang City. This research employs 

a quantitative method with data collected through a Likert-scale-based 

questionnaire. The sample size was determined using the Slovin formula and 

purposive sampling technique, resulting in a total of 100 respondents. Primary 

data were obtained from MSME actors registered at the Department of 

Cooperatives, Industry, and Trade of Malang City. Data analysis was conducted 

using validity tests, reliability tests, normality tests, classical assumption tests, 

multiple linear regression analysis, hypothesis testing, and the coefficient of 

determination (adjusted R²) with the help of SPSS version 27. The results show 

that tax knowledge, tax amnesty, and the tax administration system simultaneously 

have a significant effect on taxpayer compliance. Partially, tax knowledge has a 

positive and significant effect on taxpayer compliance. However, tax amnesty and 

the tax administration system do not have a significant effect on taxpayer 

compliance among MSMEs in Malang City. 

Keywords: Tax Knowledge, Tax Amnesty, Tax Administration, Taxpayer 

Compliance, MSMEs. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Usaha kecil dan menengah di Indonesia pada setiap tahunnya mengalami 

peningkatan, kegiatan usaha ini dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga 

dapat menekan angka pengangguran di Indonesia (Tambunan, 2023). Pada 

tahun 2024 usaha kecil dan menegah di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta 

unit usaha (Indonesia.go.id, 2024). Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 

2021 menyatakan bahwa “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini” (peraturan.bpk.go.id, 

2021). Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa 

“Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah ini” (peraturan.bpk.go.id, 2021).  

Pada saat ini usaha kecil dan menengah di Indonesia sangat banyak dan 

memiliki banyak peluang untuk mendukung perekonomian negara serta 
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memberikan kesempatan kerja bagi para tenaga kerja, menurut Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia tahun 2023 melalui Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan menyatakan bahwa saat ini usaha mikro, kecil, dan 

menengah sedang dalam tren yang positif dengan jumlah yang terus 

bertambah setiap tahunnya serta hal ini berdampak baik juga terhadap 

perekonomian di Indonesia (Tambunan, 2023). Berdasarkan data 

Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional 

sebesar 60,5%. Dengan persentase ini dapat disimpulkan bahwa UMKM yang 

ada di Indonesia sangat potensial untuk terus dikembangkan hingga dapat 

berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian negara (Tambunan, 2023). 

Peningkatan perekonomian negara atas tren positif tersebut dapat dilakukan 

dengan cara melibatkan para pelaku UMKM untuk berkontribusi dalam 

pembayaran pajak. Dalam Undang-Undang No. 28 Pasal 1 Ayat 1 tahun 2007 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

(peraturan.bpk.go.id, 2007).  

Pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pemerintah membuat 

kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi 

pelaku UMKM,  yang berlaku sejak 1 Juli 2018 (Jarnuzi et al., 2020). 

Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak yang memiliki omzet dari Rp 0 hingga 

Rp 4,8 miliar per tahun. Pada tahun 2023, melalui UU No. 7 Tahun 2021 
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tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah 

menetapkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM tidak dikenakan PPh 

atas omzet kurang dari Rp 500 juta per tahun. Sementara bagi UMKM yang 

memiliki omzet lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun, 

diwajibkan untuk membayar PPh final sebesar 0,5% (Handayani, 2023).  

Adanya penerimaan pajak yang semakin tinggi, juga akan meningkatkan 

kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan publik untuk 

masyarakat. Di sisi lain, masyarakat sebagai wajib pajak juga akan merasakan 

manfaat dari adanya pelayanan publik. Dengan demikian, tingkat manfaat 

yang diterima oleh masyarakat juga mempengaruhi kesediaan wajib pajak 

dalam membayar kewajiban pajaknya (Sephiani et al., 2023). Dengan adanya 

keteraturan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM, maka di dapatkan 

manfaat bagi para pelaku UMKM diantaranya adalah memiliki legalitas atas 

usaha, meningkatkan kredibilitas usaha, meningkatkan profesionalitas usaha, 

rencana keuangan lebih tertata, dan mudah untuk mengajukan pinjaman ke 

bank untuk memperbesar usahanya (pbtaxand.com, 2023).  

Secara umum, pajak merupakan sebuah kontribusi wajib pajak yang harus 

dipenuhi dan dilaporkan wajib pajak setiap tahunnya. Dengan adanya 

peningkatan jumlah UMKM harus diiringi juga dengan meningkatnya 

pembayaran dan pelaporan pajak dengan baik dan benar. Berdasarkan data 

Ditjen Pajak mengenai pelaporan SPT tahunan para wajib pajak per tanggal 

30 April 2024 sudah mencapai 14.186.630 atau 73,61% wajib pajak yang 

telah melaporkan SPT-nya. Jumlah tersebut mengalami sudah peningkatan 
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sebanyak 7,15% dari tahun sebelumnya, tetapi target rasio kepatuhan 

penyampaian SPT tahunan tahun 2024 diperkirakan masih bisa mencapai 

83,2% atau 19,2 juta (Heriani, 2024). Dari penjelasan tersebut terdapat selisih 

antara wajib pajak yang telah melaporkan kewajiban pajaknya dengan yang 

belum melaporkan kewajiban pajaknya. 

Sebaran UMKM di Indonesia dapat dinilai merata di seluruh provinsi 

Indonesia, sebaran tertinggi terjadi di pulau Jawa, salah satunya adalah 

provinsi Jawa Timur (kadin.id, 2023). Menurut data Dinas Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Jawa Timur terdapat sebanyak 3.447.514 UMKM 

saat ini (data.diskopukm.jatimprov.go.id, 2024). Di Jawa Timur terdapat 

banyak Kabupaten/Kota salah satunya adalah Kota Malang, di Kota Malang 

pertumbuhan usaha kecil dan menengah dinilai cukup pesat hingga 

pertengahan tahun 2024 (Novrian, 2024). Terlihat pada data jumlah UMKM 

di Kota Malang yang pada 2021 hanya sebanyak 6.983 unit, lalu naik pada 

tahun 2022 sebanyak 7.920 unit, dan terus melesat naik di tahun 2023 

sebanyak 29.058 unit (malangkota.bps.go.id, 2024). Peningkatan jumlah 

wajib pajak disetiap tahunnya, tidak diimbangi dengan pembayaran pajak 

oleh wajib pajak UMKM itu sendiri, sehingga pelaporan SPT 1770 

mengalami penurunan yang menandakan pelaku UMKM masih belum patuh 

untuk membayar maupun melaporkan pajak penghasilannya (Made et al., 

2022). Berdasarkan data Ditjen Pajak rasio kepatuhan SPT Tahunan tahun 

2017 sebesar 72,58%, menurun di tahun 2018 menjadi 71,10%, pada tahun 

2019 naik menjadi 73,06%, tahun 2020 menjadi 77,63%, tahun 2021 menjadi 
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84,07%, tahun 2022 menjadi 86,8%, dan pada tahun 2023 mencapai 88%, 

artinya setiap tahunnya terus mengalami peningkatan tetapi belum 

sepenuhnya seorang wajib pajak membayar kewajiban pajaknya (Kusnindar 

et al., 2024). 

Dalam penelitian Susyanti et al. (2020) kepatuhan pajak merupakan 

tindakan seorang wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan 

perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Tingkat kepatuhan pajak dapat 

dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan 

pajak. Faktor-faktor tersebut diantaranya kurangnya pengetahuan perpajakan, 

program atau kebijakan pemerintah seperti amnesti pajak, sistem administrasi 

pajak.  

Faktor pemicu tinggi rendahnya kepatuhan pajak salah satunya kurangnya 

pengetahuan perpajakan (Made et al., 2022). Dalam penelitian Wibawa 

(2023) pengetahuan pajak yang secara umum harus diketahui oleh wajib 

pajak adalah pengertian pajak, jenis pajak, fungsi pajak, dan sistem 

pengumpulan pajak. Berdasarkan penelitian Indrawan et al. (2018) 

menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Cimahi dikarenakan masih 

terdapat wajib pajak masih memiliki pemahaman pajak, pengetahuan pajak, 

dan kepatuhan pajak yang rendah, sehingga perlu adanya peningkatan 

pemahaman pajak dan pengetahuan pajak agar keptauhan wajib pajak juga 

akan mengalami peningkatan. Dalam penelitian Putra (2020) menyimpulkan 
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bahwa pengetahuan pajak mempunyai peranan yang positif dan sangat 

signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak, karena seorang wajib pajak 

akan cenderung taat untuk melakukan kewajiban perpajakannya jika memiliki 

pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan yang berlaku. Namun dalam 

penelitian lain, menurut Fitrianingsih et al. (2018) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan 

pengetahuan pajak yang dimiliki dari latar belakang wajib pajak tidak 

menjamin wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. 

Faktor lain pemicu tinggi rendahnya kepatuhan pajak yaitu program atau 

kebijakan pemerintah seperti amnesti pajak. Menurut Listyowati et al. (2018) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sedangkan menurut 

Setyawan et al., (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa amnesti 

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di 

PGS Surakarta. Amnesti pajak atau biasa disebut dengan pengampunan pajak 

adalah suatu program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada 

seorang wajib pajak yang melakukan pelanggaran di masa lalunya. Menurut 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 “tax amnesty adalah penghapusan pajak 

yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan 

sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan 

membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” 

(Rohartati, 2017). 
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Faktor lainnya yang juga mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu sistem 

administrasi perpajakan. Menurut penelitian Sarasawati et al. (2018) 

disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Surakarta. 

Namun menurut penelitian Mardhatilla et al. (2023) menyatakan sistem 

administrasi pajak modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi, semakin tinggi tingkat 

sistem administrasi modern semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajaknya. 

Dalam penelitian oleh Damanik (2021) juga menunjukkan bahwa hasil 

analisis menunjukkan bahwa sistem administrasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Jambi karena 

semakin baik sistem administrasi pajak yang dibuat oleh pemerintah maka 

akan meningkatkan kepatuhan pajak juga. 

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Malang menunjukkan hasil yang 

cukup beragam. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kota Malang, saat ini 

sekitar 83,4% warga telah memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya 

dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, masih 

terdapat 16,6% warga yang belum melakukan pembayaran pajak, yang 

mencerminkan masih adanya permasalahan dalam mendorong kesadaran dan 

kepatuhan pajak secara menyeluruh. Di sisi lain, capaian realisasi pendapatan 

pajak daerah juga belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebesar 

Rp834 miliar, hingga pertengahan tahun 2024 baru terealisasi Rp542 miliar 

atau sekitar 65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan 
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berbagai upaya, termasuk pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang taat, 

diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, 

khususnya pada sektor-sektor produktif seperti Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) yang terus mengalami pertumbuhan di Kota Malang. 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan juga terdapat perbedaan 

hasil analisis antara signifikan dan tidak signifikan disetiap variabelnya. 

Dengan hal itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan 

variabel pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak 

yang ditinjau pengaruhnya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak 

UMKM dengan judul “Mengukur Kepatuhan Pajak pada Usaha Kecil 

dan Menengah di Indonesia” 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak 

pada UMKM di Kota Malang? 

2. Bagaimanakah pengaruh amnesti pajak terhadap kepatuhan pajak pada 

UMKM di Kota Malang? 

3. Bagaimanakah pengaruh sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan 

pajak pada UMKM di Kota Malang? 
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1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak 

terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Malang 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh amnesti pajak 

terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Malang 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem administrasi 

pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Malang 

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini 

dapat memberikan manfaat yang positif kepada semua orang. Adapun 

manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Pengembang Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pengembangan penelitian tentang kepatuhan 

wajib pajak bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia dan 

memperluas pengetahuan di bidang perpajakan terutama pada 

kepatuhan pajak. Juga sebagai landasan penelitian berikutnya 

yang dapat meneliti lebih dalam dengan faktor-faktor lainnya. 

b. Bagi Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Perpajakan 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan 

mengenai kepatuhan pajak bagi UMKM. Grand theory yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned 

Behavior (Ajzen, 1991), dengan dukungan Teori Kepatuhan 

Pajak (Tax Compliance Theory) dan Teori Keadilan Pajak 

sebagai teori turunan untuk memperkaya perspektif tentang 

kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pelaku UMKM 

Dengan penelitian ini peneliti berharap dapat menjadi 

sumber informasi untuk merubah pandangan para pelaku 

UMKM tentang pentingnya kepatuhan dalam pembayaran 

kewajiban pajaknya serta mendorong wajib pajak dalam 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM. 

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan 

penerimaan pajak di sektor UMKM dalam penerimaan negara 

dari sektor pajak. 

c. Bagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 

Adanya penelitian ini diharapkan Dinas Koperasi, 

Perindustrian, dan Perdagangan dapat lebih gencar dalam 
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melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak 

bagi pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban pajak. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak pada 

UMKM di Indonesia, dengan meneliti pengaruh dari 3 variabel independen 

yang meliputi pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi 

pajak. Penelitian ini difokuskan pada wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang guna memperoleh gambaran yang lebih spesifik tentang kondisi 

kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM wilayah ini. Berdasarkan 

hasil analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear 

berganda, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem administrasi pajak secara 

simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  

3. Amnesti pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

4. Sistem administrasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  

5. Penelitian ini mendukung Teori Kepatuhan Pajak, sebagian mendukung 

Theory of Planned Behavior karena hanya variabel pengetahuan pajak 

yang berpengaruh signifikan, serta tidak mendukung Teori Keadilan 

Pajak karena adanya persepsi ketidakadilan terhadap program amnesti 

pajak.  
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5.2.  Keterbatasan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di 

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, sehingga 

hasilnya belum general untuk UMKM di wilayah lain. 

2. Jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas 

pada tiga faktor yaitu pengetahuan pajak, amnesti pajak, dan sistem 

administrasi pajak.  

3. Teknik pengumpulan data kuesioner dengan skala Likert pada Google 

Form yang bersifat subjektif, sehingga memungkinkan terjadi bias oleh 

responden dalam memberikan jawaban dan memungkinkan responden 

tidak paham mengenai perntanyaan pada kuesioner. 

4. Identitas responden yang diperoleh kurang mendetail, sehingga beberapa 

informasi yang seharusnya dapat memperkuat data menjadi terbatas.  

5.3.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan, hal yang dapat disarankan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah 

penelitian, tidak hanya terbatas pada Kota Malang, melainkan mencakup 

Jawa Timur agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi 

lebih umum.   

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang 

berasal dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak 
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lainnya, seperti kesadaran pajak, sanksi pajak (Sarasawati et al., 2018), 

tarif pajak, pelayanan pajak (Mardiana, 2021), dan lain-lain.  

3. Penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya mengandalkan kuesioner 

berskala Likert sebagai instrument pengumpulan data, tetapi dapat juga 

mengombinasikan dengan wawancara mendalam sehingga dapat 

memperkuat validitas data dan mengurangi bias subjektif dari responden. 

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali identitas responden 

secara lebih rinci, seperti latar belakang demografis atau karakteristik 

lainnya yang relevan, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis 

dengan lebih komprehensif dan memperkuat temuan penelitian. 
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